BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 97 TamWN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801},

Undang-UIndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik
indoncsia Nomor SS73);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemharan Negara Renuhlik Indonecia Namar S5R7)
sehagaimana telah diuhah heberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara

Republin Indoiesia Tahun 2014 Nomoir 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerijia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Dadan Usalia Milik Desa (Lemibaran Negaia
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pemhinaan dan Pengawacan

Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan
Pelaksanaan  Peraturan  Presiden @ Nomor 99
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 580);
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tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beri

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

. Peraturan Menteri SQacial Namar 2% Tahun 201Q
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
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Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dibawah Kecamatan.

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat setempat
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sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.
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wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta
meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan vang selanjutnya disingkat LKK
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah
kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
Rukun Tetangga yang selanjutnya dlsmgkat RT adalah lembaga
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setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
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Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW merupakan lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT
diwilayah kerjanya.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang
selanjutnya  disebut PKK Desa/Kelurahan  adalah Lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,
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pciansaiia pengendali daii péﬁggéi‘&k pada masuig-inasuig  jo
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan
oleh Kementerian Sosial.
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adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan
dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang
berkedudukan di desa/kelurahan.

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yvang dipilih, bersedia,
mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan yang
selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah
Heluralian dalain niChaiiipuiig Qdil Mcwujuunail aspifas: gaii Kcouiuliaii
masyarakat di Bidang Pembangunan yang bersifat independen dan
berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LKK, adalah :

A.

b.
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desa/kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses pembangunan
desa/kelurahan; dan

menjamin  kelancaran pelayanan penyelenggaraan  pemerintahan
desa/kelurahan.
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Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati, ini meliputi:

b
c.
d
e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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tugas dan fungst;

jenis LKD dan LKKj

hubungan kerja; dan
pembinaan dan pengawasan.

BAB 111
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

LKD dan LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah desa atau kelurahan
dan masyarakat.

Pembentukan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

berkedudukan di desa / kelurahan setempat’
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memiliki kepengurusan yang tetap;

memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh
Camat atas nama Bupati.

Bentuk penetapan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LKD dan LKK, bertugas:

&. MCIanuRaii ycxubc;uayam; xuab_ymcuxat. aucsay nc;ﬁi""'i&ﬁ;

b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

LKD dan LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah
desa/kelurahan.
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Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD dan
LKK memiliki fungsi:

a.
b.
c.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah

desa/ kehuiralian Képada masyaranat aesa, Keiaiandii;

menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,
swadaya, serta gotong royong masyarakat,

meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
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BAB V
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Bagian Kesatu
Umum
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Jenis LKD dan LKK, paling sedikit meliputi:

RT;

RW;

PKK Desa/Kelurahan;

Karang Taruna;

Pokja Posyandu; dan/atau

LPMD /LPMK.
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LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Camat
atas nama Bupati.
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Pengelolaan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau
Anggaran Rumah Tangga lembaga tersebut vang disusun sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 9

Pengurus LKD dan LKK, terdiri atas:
a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan/atau
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Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepaia Desa.
Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
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Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
P e SN h NS T o TN N NN T JIDEE T SR I I Y N e
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atau tidak secara berturut-turut.

Pengurus LKD dan LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD dan LKK
lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
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sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat (3) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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RT dan RW

Pasal 10
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Dalaini faiigna podyanai pemciiiitaniail Jdain permusyawarataii ai dcsa
atau kelurahan dapat dibentuk RT dan RW.

RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.

RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk
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nciulaiiail.

Setiap dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) RW dan setiap lingkungan
3 (tiga) RW.
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Dalam rangka RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dan huruf b, bertugas:

a.
b.

membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan
dan perizinan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.



(1)
(2)
(3)
4

(S)

a
s,

p

°© oo

tad)

(2)
(3)

(4)

(S)
(6)

(7)

S

Pasal 12

Setiap RT diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan
jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.

Setiap RW diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan
jumlah RW yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan.
Penomoran RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

ek 4O Al a1l -
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Penomoran RT dan RW di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat {2}, ditetapkan cleh Camat atas nama Bupati.

Format bentuk Keputusan Kepala Desa dan penetapan Camat atas nama
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

- 320212 smm e TWTVITIXYY AT
La 15 uapat. uxyu.l.u DUUQSOJ PCL 5 arusS i1

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di RT/RW
bersangkutan;

dapat membaca dan menulis huruf latin;

bersifat jujur, adil dan berwibawa;

mempunyai jiwa sosial;

berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah
menikah; dan

sehat jasmani dan rohani.
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Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan cara musyawarah yang
dihadiri oleh perwakilan warga RT.

Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT perwakilan warga
RT yang ditunjuk.

Calon pengurus RT diajukan oleh peserta musyawarah paling sedikit
5 (lima) orang.

Musyawarah pemilihan Pengurus RT menetapkan :

b. Sekretaris; dan

c. bendahara.

Susunan pengurus RT dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi setempat.

Susunan seksi dalam RT ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah
dengan sekretaris dan bendahara.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6)
dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala
Gesa, Taral sebagai dasai penictapail peiiguius NT.

Format berita acara secbagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran huruf ¢ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 15

Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh
pengurus RT dan Tokoh Masyarakat. yang difasilitasi oleh Kepala
Desa/Lurah.

Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh
Masyarakat yang ditunjuk.
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a. masing-masing RT mengajukan calon pengurus untuk dipilih
ditingkat RW; dan

b. calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum
musyawarah untuk menetapkan pengurus vang dipimpin oleh Aparat
Pemerintah Desa atau Kelurahan dihadiri oleh pengurus RT dan
tokoh masyarakat diwilayah RW tersebut.

Musyawarah pemilihan pengurus RW menetapkan :

a. Ketua;

G. ut':ki"cwuzo, uaiiy 'atau

¢. bendahara.

Susunan pengurus RW dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi setempat.

Susunan seksi dalam RW ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah

dengan sekretaris dan bendahara.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6)

dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala

desa/lurah sebagaJ dasar penetapa.n pengurus RW.

I'oifat uUeiita acara acuaso.uuouxa dimansua p&da ayatc \8; acua.scuxucu;a.

tercantum dalam Lamplran huruf ¢ mer up"akaﬂ agan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengurus RT dan RW berhenti, karena :

o P

oo

meninggal dunia,;
atas permintaan sendiri;
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pindah tempat tinggal dan menja
kelurahan lain;

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan

habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang
baru.
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penduduk RT, RW, desa atau
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(3)
(4)

(2)
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Pasal 17

Pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir
masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
Kekosongan pengurus RT dan RW harus dilakukan penggantian pengurus
antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
ilcialu: Diusyawaidul PEiiguius ni Q&is mw.

Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum
dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.

Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat RT dan RW

vang dipimpin oleh Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Bagian Ketiga
PKK Desa/Kelurahan

rasa: 18
PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam
melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Anggota PKK adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki
maupun perempuan, perseorangan dan bersifat sukarela.

Pasal 19

Caloii penguius 11 Ucsd/ Aciuialiail Jdidjunaii Oicii  niasiiig-inasiiig
dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan.
Pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan  dilaksanakan melalui
musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
Musyvawarah pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar

dan/atau Anggaran Rumah Tangga Lembaga tersebut.

Bagian Keempat

—-— e -

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d
bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menanggulangi
masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh

Anggota Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat

untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu:

a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



(4)

(7)

(2)
3)
(4)

(1)

(2)
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dapat membaca dan menulis;

memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;

e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan
kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;

f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh
pengabdian kepada masyarakat;

g. tidak sedang menjalani hukuman;

1i. 3chagai waiga peinguaun Scichipat Qail Leriehnipat tinggal tSiap,

i. pedu.l terhadap lingkungannya; dan

j. berusia sekurang-kurangnya 17 {tujuh belas) tahun.

Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan

kebutuhan.

Kepengurusan karang taruna sesuai dengan keorganisasian diatur oleh

Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang terpilih disahkan dalam

temu karya tingkat Desa/Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam

wilayah tingkat Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah

g Al Xeel Ao 11Tt
1Al Uil LI.AISML usa /s niuiaiiais.
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Karang taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan
pengembangan organisasi dan program-programnya.

Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kelembagaan karang taruna dan pembentukannya
harus melalui forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya.

Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan dan dilantik
oleh Ketua Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi
serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua Karang Taruna.

N .1 N
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Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah
mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.

Calon Pengurus Karang Taruna diajukan oleh masing-masing
dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan.
Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah
mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.

Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam

Ao ceomcvemom TV e B liman A e e Tl e MV L e T el e s b =Lk
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Bagian Kelima
Pokja Posyandu
Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibentuk
dengan Keputusan Desa/Lurah.
Dalam membentukan Pokja Posyandu, memperhatikan prinsip:
a. musyawarah mufakat;

b. struktur organisasi ramping, sedehana, dan kaya fungsi;
c. kesetaraan;
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d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing
unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam
pengorganisasian Pokja Posyandu;

e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan

memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk berita

acara.

™~ P My s DU R P POty PRPRees. | B mcemk ANV L oo PRy « IRV NN B
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disampaikan ke kepala desa/lurah.

Pasal 23

™1l TV e o 3 -1
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a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
Posyandu di desa/kelurahan;

b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya
sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan
Posyandu;

c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan
alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan

meem Ve v o mcmmam e cmee S A e
uialiiairl nucxuyuu_ym Lusﬂ.b.
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desa/ kelurahan;
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evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu
secara berkesinambungan; e. menggerakan dan mengembangkan
partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam
mengembangkan Posyandu;
e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah
dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
Pokja Posyandu desa/ kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
diniansua yaua. a}'&«. ‘1 ) ) beit Laussuusjawab }\cyada. }:“:ya.}a. dcoa/ Luraii.
Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.

Pasal 24

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pokja Posyandu adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

w | PPN, P P T~ - =221 Al LMLl

L. DErnclanuaii vain, JuJ ar, duil Gail Canap,

c. penduduk desa/kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP
atau Kartu Keluarga;

d. dapat membaca dan menulis;

e. berusia sekurang-kurangnva 20 (dua puluh} tahun atau sudah
menikah;

f. sehat jasmani dan rohani; dan
memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan
kemampuan pengabdian dibidang kesehatan.
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Pemilihan Pengurus Pokja Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah
yang dihadiri oleh kepala desa/lurah, unsur RW, RT, tokoh masyarakat,
tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya, yang difasilitasi oleh kepala
desa/lurah.

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari :

kepala desa;

perangkat desa;

Ol smuaaoz i KEiliasy y ai analaii,

organisasi keagamaan; dan

anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam
penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. unit-unit sesuai kebutuhan

L P ~t 3eom n Ve em B e mcea AN
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a. unit pelayanan;

b. unit informasi Posyandu; dan

c. unit kelembagaan.

Hasil musyawarah pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala
desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus Pokja Posyandu.

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf ¢ yang merupakan bagian tidak

| U PR PRPTI o P R B I T T B e 4
LCAPLDQJ.IMLL Uall t Ciartuiall pvupau .

Pasal 25

Masa bakti Pengurus Pokja Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus Pokja Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena :
meninggal dunia;

mengundurkan diri;

o P
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tidak lagi memenuhi sy
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habis masa baktinya, Pengurus Pokja Posyandu mengadakan
musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Pelaksana
Tugas Ketua Pokja Posyandu.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah.



(2)
(3)

)

(1)

(2)

(3)

Ketua Poja Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama

3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal Pengurus Pokja Posyandu selain Ketua berhenti atau

diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Posyandu

mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota

sebagai pelaksana tugas.

llasil musyawaiall Sebagaiiiiaiia dimansud pada ayat (%) dibuat dalam

suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah.

Pengurus Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama

3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (5).

Pemilihan ketua dan pengurus pengganti antar waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 23.

Pengurus Posyandu dapat melaksanakan musyawarah anggota yang

merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam

pengambilan keputusan pada Posyandu tingkat desa/kelurahan yang

diwakili oleh seluruh Pengurus Posyandu di desa/kelurahan.

Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan

kesepakatan anggota.

Musyawarah Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

setaliuii.

Musyawarah anggota berfungsi untuk :

a. memilih Pengurus Posyandu;

b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan

c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus
Posyandu.

Bagian Keenam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan

LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f,
bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menyerap aspirasi
masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya
gotong-royong.

LPMD dan LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas
prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah
dan mufakat.

LPMD dan LPMK sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah

Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat berkedudukan
di Desa/Kelurahan, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.
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Pasal 29

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi, berkewajiban:

a. menggali swadaya dan partisipasi, masyarakat dalam pembangunan
masyarakat desa;

b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong
masyarakat desa; dan

c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

™. .1 D1
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(1) Pengurus LPMD/LPMK terdiri dan pemuka agama, tokoch masyarakat dan
anggota masyarakat.

(2) Jumlah anggota pengurus atau bidang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan masing-masing.

(3) Menyertakan keterwakilan perempuan dalam pengurus LPMD/LPMK.

Pasal 32

Vaiig dapat dipilih meijadi Denguius LIMD,/LIMMK adalali masyaranat 4ésa

atau kelurahan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di desa atau
kelurahan yang bersangkutan;

b. Dberusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) talun atau sudah

menikah;

berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;,

mempunyai kemampuan, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk

membangun desa atau kelurahan;

a o

Seliat jasinaiii Qaii iOliaiii;

mampu membaca dan menulis huruf latin;

tidak menjadi Anggota BPD;

bersedia dipilih' menjadi Pengurus LPMD/LPMK; dan
tidak menjadi aparat desa.

Hega e

Pasal 33

(1) Pemilihan Pengurus LPMD dan LPMK dilaksanakan melalui musyawarah

PUGIIRY S V. §Y S }F R S, D T I P, Dl & v L 2%
iuvianatc yaus UllAdiiLad) WICL) ACPOJO. ucm[ AlliQil.

{2) Calon Pengurus LPMD dan LPMK merupakan perwakilan dari masing-
masing dusun atau lingkungan.
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Masing-masing dusun atau lingkungan mengusulkan minimal
2 (dua) orang untuk dipilih melalui musyawarah;

Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan
kesepakatan dalam rapat yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah
dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh perangkat
desa/kelurahan, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan
tokoh masyarakat

u{uby awaran pcnuu.ua.u 1 €i1g—di" US L1 MDD dail LP}vﬂx, u:.cucx.a.px{aﬁ .

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Bendahara.

Mekanisme dan tata cara pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK
ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam
musyawarah.

Bidang-bidang dalam LPMD dan LPMK ditetapkan oleh ketua setelah

musyawaral deiigaii wakil Etua, sckietans Jdaii veidaliara.

Hasil pembentukan calon pengurus LPMD dan LPMK dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat sebagai dasar untuk penetapan.
Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf ¢ merupakan bagian yang tudak
Peraturan Bupati ini.

Pasal 34
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berakhir, apabila :

a.

Ao o

(1)

(2)

[£a))

meninggal dunia;

atas permintaan sendiri;

tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;

pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, RW, Desa atau
kelurahan lain; dan

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/ atau bertentangan dengan norma-norma

e Vs de
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Pasal 35

Pengurus LPMD dan LPMK vang berhenti atau diberhentikan sebelum
berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar
waktu.

Kekosongan Pengurus LPMD dan LPMK harus dilakukan penggantian
pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

o 32 P, ey | ~ 3 ~evm ke IN = 23 N -
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melalui musyawarah pengurus LPMD dan LPMK.
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Pasal 36

Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum
dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan.
Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat
LPMD/LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMD/LPMK dan ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.

TVealavsan mman Tomael TI7Ty
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Hubungan kerja LKD dengan Badan
konsultatif.

Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa
bersifat koordinatif.

Permusyawaratan Desa bersifat

Pasal 38

Hubungan kerja LKK dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
TTevlaweon avm - Vomont T 7% e P L P Tomonn m mermn sem Vom b am VT semamern pe B
11wk uuusm.t hClJa Asanin ucnsa.u xcxuuasa ACLLIO.D_Y aitanatall xmuu_y a L
kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Hubungan kerja LKK dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 39

Setiap LKD atau LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya
bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala
'desa/lurah.

£ 2 S e e e 2V PO P

Lap'ai‘an pelaksanaan Tugas dan uangs dxamnpmna.ﬁ kepada k&yma
desa/lurah paling sedikit 1 {satu) kali dalam 1 {satuj tahun.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan
secara berjenjang sesuai dengan hirarki masing-masing LKD atau LKK.

TAATY VITY
ADLNLI V2L

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

i terhiadap pemuentunaii,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LKK sebagai mitra
pemerintah desa atau kelurahan di wilayahnya.

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa di
desa.

piigawasaii
o
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) LKD dan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku,
tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LKK sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) LKD dan LKK yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku akan
dilakukan penataan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal ¢ Qktoper ~oon

eI 9cc

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYAN
Diundangkan di Belopa
pada tanggal ¢ e

Oktober 2022

SEKRETARIS D KABUPATEN LUWU,

AIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ..97

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2022
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PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR ......... TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

T\Al\‘ Vu‘l' UD ALTAN

ANL AL AL BN

a. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Format Peraturan Desa

KEPALA DESA
KABUPATEN LUWU
PERATURAN DESA
NOMOR ...... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

DAY A MG A

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ......... Peraturan Bupati
Luwu Nomor ..... Tahun ..... tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Kelurahan ditegaskan bahwa Lembaga

I avvmnavrovnalroadoe r\.\«« Asbanbnmlraen Aan = Daenmdux «~ Mn
AR ALLCA! ]mmu’.u.; A O \ALL\'\XA.PM.LL u.\;:.;sm; 2 \,Lu\.u.za.u. U\;OQ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa .... tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

TVomAmnonow TTendn AT Aonm nn Malasves 100 b
Vaiuarig Tt v u.u.cu.;s ivuvLnvs - PRyt res AIOY LLLILCL RS,

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

MNarmahamérilrzaem Da PamvmAnmeoe vvmAdnmaene st msnen Nlarrmen
A VAL LLILALONGRAL 2 vzayu;w; A UL WLAMCLET WAt QALL ‘J.A,.l.uucumx A‘\,scu.a

Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Tl ~éoe Tlem A nsmee TTanAd ATmsmmaw TN Malavven MNT T dasmébnnes
1aarvuua awad v naaii 5'\;1.1\4(-\4&5 LVOULMIVL L4 LUl 4V enlauaag

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Nlacnewsn Da -n“kldf TormAnrmania Mol W1 A \T......«- 7 Maswhabinss
Lvgaara avpa iGOINC3ia 1aauil wvad INGIGOT 1y rPalllIUICALICRLL

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

rtom v b

Al ~an
VAL LIt L

[
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor .... Tahun .... tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelarahan (Rerita Daerah
Kabupaten Luwu Tahun ...... Nomor .....);

[#]]

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA ........ccceeeil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA  TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

o

»

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat: setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan’ dari demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa”.

Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa ................

Kepala Desa adalah Kepala Desa..............

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
yvang bersifat strategis.
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7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD
adalah wadah- yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Ridang Pembangunan yang
bersifat independen dan berkedudukan di Desa/Kelurahan.

10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Desa/Kelurahan
untuk selanjutnya disebut: TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra' kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
lainnya, vang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, nelaksana pengendali dan
penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya
program PKK.

11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melatui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan nemerintahan dan kemasyarakatan,

12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat
sederaiat dan terutama hergerak dibidang usaha keseiahteraan soesial, yang
secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

13.. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah merupakan salah
satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang
dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperpleh pelayanan
kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

14. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa adalah wadah yang diakui oleh
masyarakat ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa vang terdiri
dari :
RT;
RW;
PKK Desa/Kelurahan;
Karang Taruna,
Posyandu; dan/atau
LPMD.

o R o

BAB Il
MAKSLID DAN TLLIUAN

O 2 Al

(1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa ..........
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(2) Tujuan dibentuknyva Lembaga Kemasyarakatan Desa ..... , vaitu :

- T dan.
b. .........
BAB ....
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal ....
(1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :
. IO ,
D s : dan
Co  trterrieciereceenasrenanas

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi :

L N ;
o TN : dan
Corrrerrennerernnonsessssnenanns
BAB ......
KEPENGURUSAN
Ragian Kesatu
Pasal ......
(1} e
(2) e
Dst
Bagian Kedua
Pasal ......
(1) rreeeeeeeerenrreeeeeeneeeeees
(2) e
dst.
BAB .....
HUBUNGAN KERJA
Pasal ......
(1} et
(2)
dst.
BAB .....
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal ......
(1) e
(2) e



BAB .....
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ......
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun
..... tentang ....... (Lembaran Desa..... Tahun...... Nomor.....), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal .......

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....

Ditetapkan di .....cccveeeininineinnnnnee.

pada tanggal,
KEPALA DESA......ccccoviiiiiiieiiuninennenns

..............................

Diundangkan di ........ccccevvienieniennan.
pada tanggal

SEKRETARIS DESA .................

...........................



2. Format Keputusan Camat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN..............

Mengingat

[y

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

CJ@"II&T --------------------------------------- F )
bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal Peraturan Bupati
Luwu Nomor ...... Tahun ....... tentang Lcmbaga Kemasyarakatan

Desa dan Kelurahan, bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan

+ -
dibentuk dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati;
bhahwa rdasarkan pprhmbapgs:\n Sebaga{mana dimalzend nada

Kelurahan ............ ;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tinglkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

da
Nepotisme (Lembaran Negara Ppnnhlﬂz Indonesia Tahun 10Q0Q

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {(Lembaran Negara Republik Indonesia

n Temharan Ne

Republik Indonesm
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undanq Undane Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
ara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
dinhah dengan TUndang-Uindang Nomor 15 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

"1

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 944 Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undan
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan DNesa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun ......... tentang
(Berita Desa ...... Tahun ....... Nomor ........... );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :e KEPUTUSAN CAMAT ............. TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KESATU : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sebagai berikut :
L U ON ;
2. i, :
3. dst
KEDUA : Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut :
L S ;
2 e ;
K 2SR ; dan
4, dst
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan nada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan ...
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ...........
pada tanggal
An, BUPATI LLTWLI
CAMAT ...coiiiininns
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bupati Luwu (sebagai laporan);

Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;

Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
Lurah .....cceevenveiennannnne di Tempat;

Pertinggal.

ok wh =
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FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT AT AS NAMA
BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

KELURAHAN

1. Format Keputusan Kepala Desa

Menimban

Mengingat

o

KEPALA DESA
KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....cccocvvneene

NOMOR .......

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ............. e e s o s e e elos ' o

TABIUIN i ssmasssnsmsanssssis
KEPALA DESA....ccovvirrrnnvernnces ;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ......... Peraturan Bupati
Luwu NOmor ......ccceue. Tabun ... tEBtang .o :

ditegaskan bahwa pengurus Lembaga kemasyarakatan desa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala DERA. i

tentang Penetapan Pengurus ........ Tabun omie

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Ifndana-llndano’ Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemhentulan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 ten

nta
L
Tgmhaoa Kemasyarakatan Desa dan Tpmhnon Adat Desa {Berif_a

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569):
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Q. Peraturan Rupati LUWLI Nomor .... Tahun ....... tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Tahun ...... Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS ......
TAHUN ..........

KESATU Menetapkan Pengurus ...... Tahun ...... dengan susunan pengurus
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

KEDUA Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki
tugas sebagai berikut :
TS 3
D et eeeaiaiataeae eereeereenveneearasaeeaeaeaaenn ; dan
3 dst

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
sumber pendapatan lainnya yvang sah

KEEMFAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..........
pada tanggal
KEPALA DESA ..........

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

2. Camat.......... di tempat;

3. Ketua Badan Permusvawaratan Desa ............... di tempat;

4, Ketua ....ccovvvvuvuiinininnannns di tempat

5. Pertinggal



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ....ccoiiiiiiiiiicnnnns
NOMOR S eeeererereenencacatasterencnansrane
TANGGAL D eeeeeetuenreenentrteserstesastestsaans
SUSUNAN PENGURUS ....cccvvvvvnnnnesane
TAHUN

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

BIDAMG SESUAI DENCGAN KEBUTUHAN,

DST '

KEPADA DESA .....
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2. Format Keputusan Camat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN .....ccooviininnnn.

Menimbang

Mengingat

NOMOR % «cveussssusanorsonassmors
TENTANG
PENETAPAN PENGURLL .. covnnsmsmsmnenssovnseneves KELURAHAN
................................. FARUN - cssuisvrecsanivss
CAMAT ...ccocnisisannsssusnne

a. bahwa herdasarkan ketentuan Pasal .. ... ... Peraturan Bupati
Luwu Nomor.......... Tabun e tentang: il bahwa
pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan penetapannya
dapat dilimpahkan ke kecamatan untuk ditetapkan dengan

o

9

kenutugan Camat:

R e 2228,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan

Camat .o tentang Penetapan Pengurus ........ Kelurahan
......... Tabam oo
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
zara Republik Indonesia Nomor 1822);

= an{nﬂg Nomaor 28 Tahun 1QaaQ fnnfnng

Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan

”ndgnUlTndgno Nomor 2N Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

_|

TraAdn TTrnAanrna Nnmnr 22 Tahiim DINNA  +orntanrea Dev-;mhnﬂnnﬂ
LA g AL CLLLE R L LW Lciiiviiy Suwvr u.,:um_ugg x Aaliicarisciy
Kenangan antara Ppmermtah Pugat dan Pemerintahan Daerah

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

'Dnr-nh 1iran Darmindana TTndanoaan

= amhaoron 'I\Innnr-n Dnn-nh'l]'k
Cldiuiail UUL WIS W LA LRl

1
A LALL/CAL CAL Y 1!./& CLL L 1\.\,'.}

—

Indonesia Tahun 2011 Nomaor 82 Tamhahan Lemhbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Hnda-no {_}ndnno Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

aslaimad

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ....... Tahun ....... tentang ......
{Berita Desa...... Tahun..... Nomor ........

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ............... TENTANG = ...
PENETAPAN PENGURUS .......... KELURAHAN ........ TAHUN ...........
KESATU : Menetapkan Pengurus ........ Kelurahan .......... Tahun ..........
dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
KEDUA : Pengurus scbagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki
tugas
) ;
et ieieieiteiereeieiteecieseeseeecatateecntesetentetatantotateneatenantsteteranersnteranenn ;
G T ;
4. dst
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Kelurahan ........................
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..................
pada tanggal
An. BUPATI LUWU
CAMAT ...,
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bupati Luwu (sebagai laporan); |

Inspektur Daerah Kab. Luwu, di Belopa;

Kepala DPMD Kab. Luwu, di Belopa;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu, di Belopa;
Kelurahan ............. di Tempat;

Pertinggal,

O pw N



LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT ...ciiiiiiiiiiiiiiiecencneanencnns
NOMOR S eeeerrererecteeneneecnseseasssnsnsnsans
TANGGAL L eeeterecereeeeeneeencectsreresnsnsanaes
SUSUNAN PENGURUS ....ccccvvcvcnsescnes
TAHUN

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

BIDANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

DST

An. Bupati Luwu

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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c¢. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

BERITA ACARA
RAPAT Psmﬂm PEHGI‘RUS FISIIFIIIITI TS FIETITE IS

Berkaitan dengan pembentukan pengurus .......... di Desa .......... Kecamatan .......
Kabupaten Luwu, pada :

Hari dan Tanggal L eeeeereetereraatesitastietnettsenenenens

Jam e

Tempat D e eeieceeeeieesesieteisestiesetatacnatacnas

telah diadakan acara rapat yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa,
BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan
narasumber adalah :

a. Materi

.......................................................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat | ----ococmemmcccm - dari e, .
Notulen : Rl - | o SO VOO PPN
Narasumber e e EE T (4 F-1 o N

dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat
menvepakati beberana hal vang herketetapan meniadi kesepakatan akhir dari
musyawarah yaitu :
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FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN
PENGURUS .....cccceeeeeee

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PENGURUS ...
Berkaitan dengan pembentukan pengurus ............. di Desa .......... Kecamatan .......
Kabupaten Luwu, pada :
Hari dan Tanggal D eteeeetereeeenenresntnrarersttsnnsresssaas
Jam D eeeeereetrereatereerasaatsasieaensnes
Tempat D eeeeeerereeeererare e eeatanan et

telah diadakan acara rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah dan warga
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan
narasumber adalah

a. Materi

.......................................................................................................

.......................................................................................................

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat  :---- - Aari e .

Notulen e LR P dari cooeieieiiiiiicr e

Narasumber : -- dari .ccooeeiiiiiicrrcec e
----------------------- dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat
menyepakati heherapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah yaitu :

dapat dlpergunakan sebagalmana mestinya. '



d. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA
BUPATI TENTANG PENETAPAN PENOMORAN RT/RW

1. Format Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA ...cccccovninvnnnne
KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....ccccconvtennnne
NOMOR: ....... TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
LINGEKUP DESA ......ccomconeasnvesees

KEPALADESA ... . cooocmssmmecn ,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ....... Peraturan
Bupati Luwu Nomor ....... Tabhun  asi CDERIE V. Sienes .

ditegaskan bahwa penomoran RT dan RW,, di Desa ditetapkan
dengan Kepuiusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud. pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Desa  consveinige tentang Penetapan Penomoran Rukun

Tetangga dan Rukun Warga Lingkup Desa ................. :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran "
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5224) sehagaimana telah dinhah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Umbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

sa {(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET1GA

KEEMPAT

KELIMA
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

tentang Lembaga Kemasvarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Naomor 4111

Asnas LN e R P

:J

9. Peraturan Bupati Luwu Nomor .... Tahun ....... tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Tahun ................ Nomor .............. )

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENOMORAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA LINGKUP DESA.

Menetapkan Penomoran Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Linglup Desa................. , Sehagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi
nomor unit mulai dari angka 1 {satu) sampai dengan jumlah RT
yang ada di RW yang hersangkutan,

Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor unit mulai dari angka
1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Desa dan
sumber pendapatan lainnya yang sah.

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ....c.cocevvveieenennns

pada tanggal

KEPALA DESA .....cuceuvennn.n. ,

.................................

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

2. Camat ........

di Tempat;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Tempat:
4. Ketua ....... di tempat;

5. Pertinggal.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ...........

NOMOR
TANGGAL

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW

..............

Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
Keluarga (RT) (RW)

1 1

bo
-

oooooooooooooo

Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
Keluarga : RT) (RwW)

2 2




2. Format Keputusan Camat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN ..ccivvviiinnnnnnnns

PENETAPAN PENOMORAN RUKIUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KELURAHAN ......cccommsmsnee

CAMAT .. .oinciismimmavioss

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal 13 Peraturan Bupati
Luwu Nomor ......... Tahia! peevses tentang ........ bahwa
Penomoran RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan

keputusan Camat atas nama Bupati;
b. bahwa herdasarkan nertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a. maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
............ tentang.........cccceeen Penetapan Penomoran Rukun

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang
Pembhentukan Daerah Tinglkat 1T di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

< A Dahna An i I vy ot T Alaras A~

N ocrmve Trev ey er Dara -
iv &CAL(—L _y CI.L.I.E, A LD waCird AN LICD AcAr x Aaa L.I.HOA, RN EES N wacaLy
Nepotisme (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1009

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Didann Kaming: (T ambhaoaron Noagnren Dn“1tb1‘1r TrdAarmoacin ’l‘nl'l11-r|
J. LL.I.(AJ.A(A. ARUSL M}JQA ‘u\,ux AJCALL CALL A \,E’ﬂ.l.u L\\.,l.)bl ALIN LRAsAVALGAACL A Cirividr
2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250):
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
+

T armbhnran Naonra Daoawsas 'I—\'lﬂi Trdam
S L e A S e

1S4 rani
Tamhahan Lemharan Negara Ppnub_lk nd

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tem‘ana Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Daoarirhlily Tendarnagin Aasaoes SO24) nnbnnn:mnnn talah  Aishal
ACPULILN  1HUVLICOId IhWwiliul - JauwT) ov R CULLACLILCL L adiid  dilsetls

a ITndono‘ ITndana Nomor 15 Tahun 2010 ﬂpmhara

Neﬁara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 6398)

o]

noarab T armbunenes N :
€AV L ALy ‘LJ\/AMLI(.{A“LA LWLl CA .l\\,}l
n lemn

Nomor 244 Tambal
Nomor 5587) sebaszalmana telah diubah den an Unda ng-



AN
[ AV

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa {Berita
Negara Republilz Indonesia Tahun 2018 Nomer 569);

= P

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ............. Tahun .............
tentang............. (Berita  Desa............. Tahun ..............
Nomor............ )
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ............ TENTANG PENETAPAN PENOMORAN

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN ...........

KESATU : Menetapkan Penomoran’ RT dan RW di Kelurahan .............. ,
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
KEDUA :  Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberi
nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT
vang ada di RW vang bersangkutan.
KETIGA : Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor urut mulai dari angka
1 (satu) sampai dengan jumiah RW yang ada.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Kelurahan.
KELIMA : Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..................
pada tanggal
An. BUPATI LUWU
CAMAT ...cccvvvieianinnnnen
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bypati Luwu (sebagai laporan); .

Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa:

Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
Lurah ..... di Tempat;

Pertmggal.

.

N
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT ...........

NOMOR
TANGGAL

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN

1. Lingkungan.......
No Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga (RT) (RW)

1. 1 1
2.

dst.
1. 2 1
2,

dst.
1. 1 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

2. Lingkungan.......
No Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga (RT) (RW)

1. 3 2
2.

dst.
1. 2 1
2.

dst.
1. 4 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

An. Bupati Luwu
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT ....ceoac

NOMOR
TANGGAL

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN

1. Lingkungan.......
No Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga (RT) (RW)

1. 1 1
2.

dst.
1. 2 1
2.

dst.
1. 1 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

2. Lingkungan.......
No Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga (RT) (RW)

1. 3 2
2.

dst.
1. 2 1
2.

dst.
1. 4 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

An. Bupati Luwu

................

NIP

TI LUWU,

BASMIN A




